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Kajian Kritis Buku al-1slam wa Usul al-Hukm

Abstrak: )

Di dalarn Islam, persoalan kenegaraan teluh menjadi bahan
diskusi  berkepanjangan  sejak  wafatmya nabi Muhammad SAW.
sarnapai zaman modern ini. Polemik dan  perdebatan di sekitar
masalah itu terasa semakin seru pada saat kaum Muslimin rnemasuki
periode modern, lebih-lebih ketika berbuagai ideologi besar dunia
Barat mulai menanamkan pengaruhnya di dunia Islam. Tema-tema
diskusi itu dalam garis besamya berkisar pada wajib tidaknya kaum
Muslimin  mendirikan negara; bugaimana susunan duri  bentuk
negarua; siapa yang herhak menduduki jabatan Kepala negara;
hagairnuna  posisi - syari'uh dalam  kaitunnya dengarr mekanisme
pemerintahan, dan lain sebagainya. Bahwa pada zaman modern
timbul pulu  persoulan yang menyangkut "apakah agarna harus
hersatu dengan negara”; apakah Islam memerintahkan umatnya untuk
membentuk dun mendirikan "Negara Islam"’ atau tidak.”

Dalam hal ini, kita melihat pentingnya kehadiran para tokoh
dan pemikir politik Muslim guna memecahkan persoalan mengenai
sistem ketatunegaraan dalam Islam. Di antara para tokoh tersebut
terdapat  beberapa  pemikir Islam  kontemporer, seperti- Ali Abd
al-Racziy, yang pemikiran-pemikirannyu akan dibahas dalarn makalah
ini. Kehadirannya dengun gagasan-gugasan yang diterangkan di
dalam bukut Al-Islam wa Usul al-Hukm -yang merupakan sumber
utama penulis -telah rnenjadi sebuah alternatif bagi pemikiran politik
Islam rnasa kini. Apalagi rnasa saat-saat terakhir ini di mana isu
trentang negara Islam dan khildfah mulai mencuat kembali.

Beberapa waktu lalu dalarn sebuah wawancara di salah satu
stasiun televisi, Abdul Wahid Kadungga, salah seorang wargu
Belanda asal Makassar dan menantu Kahar Muzakar (tokoh NII)
yang disungka mempunyvai hubungan dengan kelornpok "teroris”
Jema’ar  Islamivah,  menyatakan  bahwa  kini saatnya  untuk
menegakkan  kembali - khildfah.  Sebaliknva,  sebelumnyva,  secara
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implisit Ulil - Abshar-Abdalluh, di Harian Kompas®, menvatakan
hahwa Islam tidak rnenuntut berdirinya negara Islam atau sistem
khilafah--pernvataan yang rnengundung munculnya "futwa hukum
bunuh" atas dirinya, dari sebagian uluma.

Sayua berpikir, buku ini mendapatkan momentumnya kembali
saut ini, dan perlu uniuk kita kaji.

Kata Kunci: Khilufah, Negara Islam, al-Islam wa Usul al-Hukm

'Ali 'Abd al-Raziq

‘Ali 'Abd al-Raziq (selanjutnya disebut Abd al-Raziq) lahir
pada tahun 1888 di sebuah desa yang bernama al-Said, wilayah
al-Minia, Mesir, dan meninggal dunia pada tahun 1966. Ayahnya
bernama Hasan 'Abd al-Raziq Pasya, seorang feodal dan pembesar
yang terpandang di Mesir pada waktu itu.’ Seperti saudara-saudaranya
1a termasuk pengikut Muhammad Abduh, meskipun tidak sempat
belajar banyak darinya, sebab ketika Abduh meninggal dunia pada
tahun 1905 Abd al-Raziq baru berusia 17 tahun.

Dia mendapatkan pendidikan agama Islam di Universitas
Islam al-Azhar, kemudian pergi belajar di Universitas Oxford, Inggris,
selama lebih kurang satu tahun untuk menekuni bidang politik dan
ekonomi. Seiring dengan pecahnya Perang Dunia | ia kembali ke
Mesir. Karena kemampuannya yang tinggi di bidang keagamaan
setibanya dari Inggris i1a langsung diangkat sebagai hakim pada
Mahkamah Syariah di alMansuriah.*

Dia memulai karir politiknya pada tahun 1907 dengan
bergaburrg dalam Partai Rakyat (Hizab a’-Ummah), tandingan Partai
Kebangsaan (Hizub al-Wuathan) yang mempunyai hubungan intim
dengan pemerintah Inggris. Jabatan yang dipegangnya adalah Wakil
Ketua.

Setelah peristiwa penghapusan khilafuh (kekhalifahan) di
Turki oleh Mustata Kemal Ataturk pada tahun 1924, ia
menyumbangkan pemikirannya dengan menulis buku A/-/slum wau
Usul al-Hukm: Baht fi al-Khilafuh wa al-Hukumah fi a'-1slam (1slam
dan Dasar-Dasar Kekuasaan: Kajian tentang Khilatah dan
Pemerintahan dalam Islam) pada tahun 1925. Karya Abd al-Raziq
tidak banyak®; tetapi gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam buku
tersebut cukup mengundang banyak perhatian dari para ahli, baik di
Mesir maupun di negara lain, baik yang pro maupun yang kontra.
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Selain reaksi di berbagai media massa oleh kaum intelektual
terhadap buku ini, spontan muncul beberapa karya yang
menentangnya. Diantaranya Muhammad al-Kidr Husayn, Nugd Kituh
al-Islam wa Usul al-Hukm (Kairo, 1925); Muhammad Bakit al
Muthi'l, Hagiqat al-Islam  wa  Usul  al-Hukm (Kairo, 1926);
Muhammad Thahar b. Asur, Nugd ‘ilmi 1i-Kitab al-Islam wa Usul
al-Hukm (Kairo, 1926); Abderrazzak Sanhoury, Le¢ Califat, son
evolution vers une societe des nations orientales (Paris: Librairie
orientaliste Paul Geuthner, 1926). Beberapa tahun kernudian muncul
juga beberapa karya, misalnya kritik dan komentar Mamduh Haqqi
atas buku tersebut (Beirut, 1966); Muhammad al-Bahi,- A/-Fikr
al-Islami - wa  Silaruh  bi  al-Isti'mar  al-Garbi  (Beirut:  1957);
Muhammad Dliya' al-Din al-Rayis, A/-Islam wa al-Khilafah fi al- Asr
al-Hadit: Nagd Kitab al-Islam wa Usul al-Hukm (Kairo, 1976): ‘Ismat
Sayf al-Dawlah, ‘4n al-'Urubah wa-1-Islum (Beirut: 1986).

Inilah karyanya yang paling representatif dan, seperti kata
Malcolm H. Kerr, paling revolusioner’ dalam bidang ketatanegaraan.
Penilaian Kerr ini bisa dipahami, sebab di kalangan kaum Wesrernist
banyak yang sebenamya bersikap sekularis secara diam-diam tetapi
tidak menyatakan pandangannya secara terus terang. Dan, ternyata,
sikap terus terang itu dipelopori oleh Ali Abd al-Raziq di Mesir".
Harian A/-Surq al4wsath pada bulan Mei 1993 mengadakan angket,
dan hasilnya hampir semua penulis Arab menempatkannya sebagai
karya paling baik yang sangat menentukan pada saat ini ’

Karena pemikiran-pemikirannya, i1a dikucilkan oleh Dewan
Ulama al-Azhar dan diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim
serta dilarang untuk memangku jabatan apapun di dalam
pemerintahan."’

Latar Sosial-Politik

Dunia Islam, khususnya Mesir, saat menjelang Abd al-Raziq
mengemukakan ide-idenya sedang berada dalam kondisi Kkrisis
pencarian rumusan sistem pemerintahan. Ketika itu terdapat polarisasi
pemikiran keagamaan yang secara garis besar dapat dikatagorisasikan
sebagai berikut: Perrama, pola pemikiran tradisional konservatif,
yakni sebagian besar Ulama Azhar yang menginginkan tetap
dipertahankannya sistem khilafah dan pada umumnya mengikuti garis
pendirian politik Mawardi, Gazali, Ibn Jama'ah, dan [bn Kaldun.
Kedua, pola pemikiran modernis, yakni murid-murid atau teman dan
pendukung Muhammad Abduh. Dalam pemikiran politik kenegaraan,
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kaum modernis terbawa kepada dua kecenderungan nasionalis sekuler
dan nasionalis Islam.

Suhu perdebatan mengenai sistem pemerintahan Islam menaik
dengan jatuhnya Turki Usmani ke tangan Inggris, peristiwa yang pada
hakikatnya menandakan lemahnya sistem khilafah dalam Islam.''
Pada tahun 1924 Mustafa Kemal Ataturk, penguasa Republik Turki
waktu  itu, menghapuskan khilafah--tindakan yang cukup
mengguncangkan para ularna konservatif yang berkeyakinan bahwa
khilatah merupakan ajaran dasar Islam.

Situasi seperti itulah yang mengantarkan munculnya karya
Abd al-Razik ke peredaran.

Pemikiran tentang Khilafah

Persoalan yang hangat dibicarakan pada masa Ali Abd
al-Raziq adalah rmasalah kekhalifahan (khilufah) yang telah
dihapuskan oleh Mustafa Kemal di tahun 1924. Tindakan pemimpin
Turki ini menimbulkan kehebohan besar di dunia Islam, sebab sistem
khilafah dianggap merupakan ajaran dasar dan oleh karena itu
penghapusannya bertentangan dengan Islam.'? Persoalan yang timbul
kemudian, apakah khilafah memang merupakan suatu keharusan
dalam Islam? Inilah yang dikaji di dalam magnum opus-nya tersebut.

Pengertian dan Status Khilafah

Abd al-Raziq memulai karyanya ini dengan mengemukakan
definisi khilafah yang didasarkan atas beberapa pendapat, adalah satu
pola pernerintahan umum di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak
berada pada seorang kepala negara/pemerintah dengan gelar khalifah,
pengganti Nabi Muhammad, dengan kewenangan untuk mengatur
kehidupan dan wurusan umat/rakyat, baik keagamaan maupun
keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk taat dan patuh
sepenuhnya. =

Lalu ia melanjutkan pembahasan dengan menukil definisi
umum Ibn Khaldun tentang khilafah sebagai sebuah bentuk
pemerintahan Islami yang mengurus kesejahteraan kaum Muslim di
dunia ini dan di akhirat nanti. la mengemukakan pembedaan Ibn
Khaldun antara khilafah dan kerajaan, dan mengutip penuh uraiannya
tentang kemunduran khilatah menjadi kerajaan setelah suatu periode
di mana unsur-ursur dan keduanya bercampur-baur.'’ Lalu ia
menyatakan bahwa kaum Muslim berbeda pendapat apakah khalifah
memperoleh kekuasaannya dari Tuhan atau dari umat.
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Ada dua teori mengenai dasar wewenang khalifah ini. Yang
pertarna dan yang lebih diterima secara umum ialah bahwa kekuasan
itu berasal dari kekuasaan Tuhan, yang kedua bahwa ia muncul dari
pilihan umat. Penjelasan dan justitikasi paling baik tentang pandangan
yang kedua itu, kata Abd al-Raziq, adalah A/-Khilafah wa sulthar
al-ummah yang diterbitkan oleh Majelis Agung Nasional di Ankara,
diterjemahkan dari bahasa Turki ke dalam bahasa Arab oleh 'Abd
al-Gani Suni Bek, dan dicetak oleh Percetakan Al-Hilal di Kairo pada
tahun 1342 H- 1924 M." )

Sesungguhnya sangat mungkin untuk memadukan kedua
pandangan itu, yakni khalifah menerima wewenang ilahiah melalui
umat, dengan jalan hay '/ (sumpah setia) atau dengan cara ijma’.
Tetapi pemaduan seperti inilah yang ingin dihindari oleh Abd al-
Raziq. Perbedaan antara kedua pandangan itu diperkuat lagi secara
tendensius dengan rnernbandingkan pandangan yang lebih umum
dengan apa yang disebutnya teori Hobbes tentang hak ilahiah para
raja, dan pandangan kedua dengan teori Locke.

Sesungguhnya, pembandingan ini tidak sepenuhnya benar.
Dalam hal ini, pengamatan Munawir Sjadzali adalah tepat. Sebab,
Thomas Hobbes justru menolak gagasan bahwa kekuasaan raja berasal
dari Tuhan. Memang dalam pandangan Hobbes kekuasaan raja itu
absolut dan ia tidak bertanggungjawab kepada siapapun, tetapi haknya
yang absolut itu diperolehnya juga melalui kontrak sosial. Hanya saja
kontrak sosial versi Hobbes berbeda dari kontrak sosial versi Locke.
Kontrak sosial menurut yang disebut terakhir adalah kontrak antara
raja dan rakyat, dan dari kontrak tersebut timbul hak dan kewajiban
pada dua pihak yang berkontrak atas dasar timbal-balik. Rakyat
menyerahkan hak-hak mereka, termasuk kebebasan, kepada raja
disertai sumpah setia untuk mematuhinya. Sebagai imbalan raja
menjanjikan bimbingan dan perlindungan serta pengelolaan negara
sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Hobbes adalah kontrak antara
sesama rakyat, raja tidak ikut dan bukan merupakan salah satu pihak
dari kontrak tersebut. Dengan kontrak ini rakyat sepakat mengangkat
seorang raja yang kemudian kepadanya rakyat menyerukan segala
haknya, termasuk kebebasan, dengan imbalan bimbingan, pimpinan,
dan perlindungan. Karena raja bukan salah satu pihak dari kontrak
tersebut, dia tidak terikat oleh perjanjian itu. Kekuasaannya absolut
dan tidak harus bertanggungjawab kepada rakyat.'®

Persoalan pelimpahan wewenang kepada khalifah ini tidak
pernah mencuat sedemikian rupa di dalam wacana yuridis ulama
Sunni abad pertengahan tentang khilafah. Karya-karya klasik tidak
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memasukkan pembicaraan doktrinal tentang sumber pelimpahan
wewenang. Masalah ini dicetuskan oleh Abd al-Raziq dengan tujuan
untuk melumpuhkan argumen bahwa khilafah dituntut oleh syariah
sebagaimana telah ditetapkan oleh kesepakatan umat dan bahwa umat
adalah sebuah entitas politik.

Kedua pandangan itu didasarkan atas asumsi umum: bahwa
menerima  wewenang khalifah adalah suatu keharusan (baik
berdasarkan atas prinsip-prinsip rasional, atau atas berbagai
pernyataan hukum keagamaan). Untuk mendukung asumsi ini
dikemukakanlah konsensus para Sahabat dan para pengikut mereka,
dan dikatakan pula bahwa seorang khalifah mutlak diperlukan guna
menjaga kelestarian pelaksanaan ibadah dan kesejahteraan umat.

Tetapi berlawanan dengan pandangan tersebut, Abd al-Raziq
menyatakan, beberapa argumen yang lebih kuat bisa dikemukakan.
Kekhalifahan, katanya, tidak ada dasamya baik dalam Qur'an maupun
Sunnah. Keduanya tidak menyebut kekhalifahan dalan pengertian
seperti yang terlihat dalarn sejarah. Tidak ada petunjuk yang tegas,
baik dalan Qur'an maupun Sunnah, mengenai bentuk sistem politik
yang harus dibangun oleh umat Muslim."” Semua rujukan di dalam
Qur'an atau hadis telah digunakan secara deduktif untuk membuktikan
perlunya khilafah secara logis, tetapi tidak ada pernyataan resmi yang
langsung mengenai hal ini.

Qur'an tidak berbicara apapun tentang masalah ini, kecuali
beberapa pernyataan umum dan kurang jelas, yang memerintahkan
untuk menghormati para pemegang kekuasaan (uli al-amr). Istilah /i
al-amr 1nilah yang oleh beberapa pemikir politik Sunni dinyatakan
sebagai berarti para Khalifah. Padahal para mufasir terkemuka telah
memberikan pendapat yang berbeda: Baidlawi, misalnya mengartikan
uli-l-amr pada ayat™ aSia a¥) (Al J g saabi g ait)) gusbal gial Cpililgaily
(Q.s al-Nisa’/4:59) “para pemuka kaum Muslimin yang sezaman
dengan Rasulullah atau sesudahnya, baik khalifah, hakim, panglima
perang, ulama, dan lainnya”, sedangkan yang ada pada ayat:
aa aishiiw i dal) agie W) (g A 5 Jeed (A egiusls
(Q.s. al-Nisa'/4:83), Zamaksari mengartikannya "para sahabat besar
yang mengerti tentang berbagai persoalan”. Tegasmya, kata Abd
al-Raziq, kedua ayat itu berarti bahwa kaum Mushmin mempunyai
tokoh-tokoli tempat mengeluhkan berbagai persoalan. Jadi, tidak ada
kaitannya dengan, dan bahkan lebih luas dari sekedar, khilafuh.'®
Bahkan lebih lanjut Abd al-Raziq menyatakan bahwa ayat-ayat seperti
itu mendapat "beban yang terlalu berat" (over-loaded) ketika kita
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berkesimpulan "ayat-ayat itu menunjukkan bahwa kaum Muslim
merupakan satu gawsm atau sebuah komunitas politik”"”

Demikian pula hadis tidak berbicara apapun, kecuali beberapa
pernyataan yang juga tidak jelas tentang ketaatan kepada imam”
tanpa mengemukakan definisi yang tegas tentang fungsi imam atau
bahwa ia diperlukan. Sekalipun dianggap sahih, hadis-hadis itu tidak
bisa dijadikan dalil bahwa khilufuh dan imamah merupakan sebuah
doktrin agama.”' Bahkan jika hadis itu betiar-benar mengacu kepada
khalifah ketika berbicara tentang 'imam’, itu tidak berarti bahwa harus
selalu ada seorang khalifah. Jika Nabi menyuruh kita taat kepada
imam yang kita baiat, maka Tuhan juga menyuruh kita untuk
memenuhi janji kita kepada orang musyrik dan untuk konsisten
selama mereka konsisten. Tetapi, itu bukan berarti bahwa Tuhan rela
terhadap kemusyrikan,”® sebagaimana halnya ungkapan Alkitab
tentang ‘pemberian kepada Kaisar' tidak berarti bahwa harus selalu
ada seorang Kaisar dan bahwa kekaisaran adalah syariat Allah.”
Kekuasan politik, syirik, perbudakan, atau topik-topik lain yang ada di
dal am Qur'an tidak bisa dianggap wajib hanya karena semua itu
dibicarakan di dalamnya. Bahkan ayat Qur'an yang paling masyhur,
"Patuhilah Tuhan, dan patuhilah Rasul, serta mereka yang berkuasa di
antara kamu," pun tidak harus menunjukkan kekuasaan politik.

Abd al-Raziq mengakui bahwa rujukan para penentangnya
kepada hadis-hadis tertentu adalah masuk akal. Katanya, "Katakanlah
benar bahwa ‘imam', 'penguasa’;, dan semacamnya, jika terdapat
dalam bahasa Syariah mengacu kepada ‘khalifah' dan para ‘pemangku
Imamah yang agung' (u/-imamah al-'uzma); dan bahwa baiat berarti
kesetiaan kepada khalifah, dan bahwa komunitas (juma'uh) kaum
Muslim berarti pemerintahan Khilafah Islam (hukumat al-khilufah
a:-islamiyyah),”* tetapi dengan tegas ia tidak setuju bahwa inilah
pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis tersebut.

Namun demikian, Abd al-Raziq mengaku bahwa boleh jadi
ada semacam tatanan politik Islam yang didasarkan atas lembaga
khilafah, tetapi 1a menolak bahwa hal itu dituntut oleh Syariah atau
bahwa itu merupakan satu bentuk organisasi politik yang wajib
menurut agama. Bagi Abd al-Raziq, bahkan hukumar al-khilafuh al
islamiyyh adalah murni fenomena historis, yang benar-benar memiliki
sifat sekuler (/u dini). la menolak legitimasi keagamaan bagi
komunitas politik Islam maupun khilafah dan, dengan demikian pula,
klaim akan legitimasi keagamaan oleh pemerintahan apapun terhadap
segmen umat manapun.
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Tidak ada pula /jma’ yang tegas tentang hal tersebut. Dilihat
dan contoh-contoh sejarah konkrit, ijma' - dalarn arti kesepakatan para
sahabat dan para pengikut mereka maupun kesepakatan para ulama
dan seluruh masyarakat Muslim - tidak memainkan peranan apapun
dalam pengangkatan para khalifah, kecuali dalam kasus tiga khalifah
pertaina.’Bahwa tidak ada penentangan terhadap klaim khalifah atas
wewenangnya, hal itu bukan berarti adanya ijma' secara diam-diam
(ijma’ sukun‘)%; sebab kekuasaan khalifah selalu didasarkan atas
kekuatan bersenjata dan pengendalian kebebasan menyatakan
pendapat. Kaum Muslim tidak pernah ada dalam posisi untuk
rnelakukan pilihan bebas yang seharusnya menjadi dasar ijma’. Cinta
kekuasaan merupakan motivasi paling kuat, sehingga para khalifah
ingin melakukan kejahatan apapun untuk melanggengkan kekuasaan
mereka, dan salah satu korban intelektual dari tirani yang
dilakukannya adalah pengkajian ilmu politik itu sendiri. Pemikiran
yang bebas tentang politik tidak dimungkinkan, dan kajian politik
yang sungguh-sungguh belum dilakukan oleh para pemikir Muslim.”’

Abd al-Raziq banyak mengemukakan lemahnya ilmu politik di
kalangan kaum Muslim, meskipun ada fakta bahwa ia seringkali
melujuk kepada Mucaddimah 1bn Khaldun. la tidak mengecualikan
Ibn Khaldun dari generalisasi ini, dan tidak pula mengritik
pengetahuan politiknya yang istimewa. Sebaliknya ia mengutip
pernyataan Ibn Khaldun bahwa kerajaan didasarkan atas kekuasaan,
bahwa khilatah mundur menjadi kerajaan dan akhirnya didasarkan
semata-mata atas fanatisme (‘usabiyyahj Kearab-an.

Dengan berani Abd al-Raziq berkata bahwa Khawarij dan
al-Asamm dari Mu’tazilah adalah benar ketika menolak ijma’
kekhalifahan, sekalipun Ibn Khaldun menyebut mereka para
penyeleweng (sawad). la kemudian beragumentasi bahwa setiap
khalifah sesungguhnya ditentang oleh beberapa faksi atau segmen
kaum Muslim. 1a berkesimpulan:

S A ilaad Gl CilSlay 5 U pSila g juadl (9508 5, U0 (A LS o) i s o 88 i 4]
AsB g Al 5 il (e A S5 o R sa pliallia (Ll Cpdlilad) o U jSle 2
3a8¥ ol Jinl) Gusal gi (oL (u guanall 2B g1 (19S5 O Almline Gl g o Y
N Cpd slsal G

Tidak terlalu penting bagi kita untuk mengetahui

rahasia di balik semua ini. Barangkali rahasianya adalah apa
yang telah kita sebutkan, dan barangkali ada sebab-sebab lain
selain yang kita sebutkan. Yang menjadi persoalan kita di sini
adalah bahwa pemusatan kekhalifahan di atas kekuatan adalah
sebuah fakta nyata yang tidak diragukan. Karena itu, adalah
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sama bagi kita apakah fakta yang nyata itu sejalan dengan
hukum akal atau tidak, sesuai dengan hukum agama atau tidak.

Adanya khalitah bukan juga merupakan satu persyaratan bagi
lestarinya ibadah dan kesejahteraan umum. Pandangan yang demikian
muncul dari penafsiran terhadap pernyataan Abu Bakar, "Agama ini
memerlukan seseorang yang melaksanakannya (la budda li-hada
al-din min-man yaqum bi-hi)."” Perlu dicatat bahwa pemyataaan Abu
Bakar menggunakan kata din ketimbang merujuk kepada kolektivitas
manusia.

Mengomentari pernyataan Abu Bakar ini, Abd al-Raziq
menulis bahwa pernyataan itu benar-benar mempertegas kebutuhan
alami semua masyarakat akan pemerintahan dalam bentuk apapun,
dan i1a menegaskan hal ini dengan merujuk kepada ayat Qur'an,
"...dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain" (Q.s. a/-Zukruf 43:32). Lebih relevan lagi ketika
Abd al-Raziq mengacu kepada surat a/-Muaiduh 35:48: "Untuk
tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang
terang; sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja)..." dari mana Abd al-Raziq berkesimpulan:
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Bisa dikatakan dengan sebenamya bahwa kaum

Muslim, jika kita menganggap mereka satu jama’ah yang
berdiri sendiri, adalah seperti umat-umat lain di atas dunia,
yang memerlukan pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai
urusannya... Jika para fuqaha mengartikan imamah dan
khilafuh seperti apa yang diinginkan oleh para ahli politik
dengan pemerintahan (hukwmah), maka adalah benar apa yang
mereka katakan bahwa penegakan syiar-syiar agama dan
kemaslahatan rakyat bergantung kepada khilatah dalam arti
pemerintahan, apapun bentuk dari corak pemerintahan
tersebut.””

Wewenang politik para penguasa -- terlepas dari agama dan
keyakinan mereka, bahkan mereka yang tidak beragama sekalipun™--
tentu saja diperlukan, tetapi ia tidak harus dalam bentuk tertentu
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(khilafah, misalnya). la dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya,
baik konstitusional maupun absolut, baik republik maupun diktator,
dan sebagainya. Ketika khilafah benar-benar lenyap di Mesir Maniluk,
tidak ada tanda-tanda adanya perbedaan dalam hal pelaksanaan ibadah
dan Kesejahteraan di berbagai negara Muslim. Sebaliknya, wewenang
kekhalifahan bahkan berbabaya terhadap Islam: 1a merupakan wabah
bagi Isiam dan kaum Muslimin, sumber kebobrokan dan korupsi'.*' Di
sini nampak, pendirian Abd al-Raziq tentang bentuk negara dan sistem
pemerintahan sangat fleksibcl: apapun bentuk dan sistemnya
sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memang
relevan dengan Kkondisi yang melingkupi suatu umat tetap
diperbolechkan.  Oleh karena itu, tindakan Kemal Ataturk
menghapuskan sistem khilafah dan sistem kerajaan di Turki Usmani,
dalam pandangannya, bukan tindakan yang bertentangan dengan Islan.
Jadi, khilafah bukanlah bagian dari ajaran agama Islam yang harus
ada.

Abd al-Razq mengakhiri bagian ini dengan berkata bahwa
sekarang dirinya telah dapat mematahkan klaim orang lain mengenai
khilafah, dan selanjutnya ia akan mengemukakan pandangannya
mengenai hal ini. Kita dibiarkan berasumsi bahwa dalam hal ini 1a
akan dibimbing oleh konsepsinya sendiri tentang ilmu politik, sebab i1a
telab menyatakan bahwa topik ini bukanlah soal keagamaan. Abd
al-Raziq tidal mengungkapkan apa yang 1a maksudkan dengan ilmu
politik, tetapi 1a menunjukkan komitmennya yang kuat kepada
liberalisme politik.
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Sesungguhnya Islam adalah agama yang tidak puas
hanya dengan mengajarkan para pengikutnya ide tentang
persaudaraan  dan  persamaan... 1a  mengundangkan
hukum-hukun yang didasarkan atas persaudaraan dan
persamaan itu... Adalah wajar bahwa kaum Muslim yang
meyakini kemerdekaan berpikir .. menolak ketundukan selain
kepada Allah... dan bermunajat kepada Tuhan mereka dengan
keyakinan itu paling tidak tujuhbelas kali setiap hari dalam
lima waktu sembahyang... mereka mencemooh ketundukan
kepada salah seorang dari mereka atau darn  yang
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lain-ketundukan yang dituntut oleh para raja dari
rakyatnya-kecuah jika mereka harus tunduk karena kekuatan
(terpaksa). i

Antara Risalah dan Pemerintahan

Pada bagian kedua dari bukunya, Abd al-Raziq mernbicarakan
tentang fungsi politik Nabi. la bertanya apakab Rasul adalah juga
seorang raja? Apakah Muhammad mendirikan sebuah ncgara? Apakah
Islam menuntut didirikannya negara Islam? Apakah peran Nabi
memirnpin sebuah negara rnerupakan bagian, atau terpisah, dari
perannya sebagai Nabi? Abd al-Raziq menegaskan bahwa, karena
tidak ada ajaran yang tegas mengenai masalah itu, rnaka kebanyakan
kaum Muslin cenderung berkeyakinan bahwa Rasul adalah nabi
sekaligus raja. Kecenderungan inilah yang telah membawa para
sarjana  Muslim rmengelaborasi lembaga-lembaga politik  dan
admistratif pada masa Nabi berdasarkan atas bukti historis yang
sangat lemah.

Sesungguhnya, rekaman sejarah masih kabur dan tidak jelas,
sehingga kita benar-benar tidak rmemiliki pandangan, seperti apakah
situasinya. Hal ini bukan saja menjadi persoalan bagi ilmu
pengetahuan, sebab ia menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin
kita meyakini bahwa negara Islam merupakan tuntutan keagamaan
sedangkan Nabi tidak berbicara apapun mengenainya.

Lalu bagaimana klilafah i1tu muncul dan bagaimana kaum
Muslimin kemudian menganggapnya sebagai satu kewajiban? Untuk
pertanyaan pertama, Abd al-Raziq mendekatinya dengan mengkaji
situasi polittk pada masa Nabi. Tidak ditemukan bukti nyata bahwa
ada pemerintahan Islam tertentu yang terorganisir pada masa beliau.
Persoalan tersebut tidak jelas, dan kita harus berupaya menemukan
bagaimana sikap Nabi vis ¢ vis Negara. Ada tiga pendapat tentang hal
1tu.

Pertama, dikatakan bahwa peran Muhammad sebagar Nabi
harus dibedakan dari tindakan-tindakannya sebagai pemimpin politik
dan pendiri sebuah kerajaan yang temporal; ini satu pandangan yang
tak bisa ditolak, dan tentu saja mendapatkan dukungan di dalam
hukum dan hadis, dan secara inheren tidaklah mungkin Nabi harus
juga menjalankan fungsi yang berbeda

Pendapat lain, seperti Ibn Khaldun, menyatakan bahwa
pengorganisasian sebuah Negara merupakan bagian penting dan tugas
Muhammad sebagai Nabi. Ibn Khaldun adalah satu-satunya orang,
menurut Abd al-Raziq, yang rnenyatakan bahwa Islam menuntut
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adanya dakwah dan pengejawantahannya, sekalipun pengejawantahan
tersebut bisa raja mengalahkan tujuan dakwah. Namun, hal ini tidak
sesuai dengan semangat misi kenabian. Seandainya Ibn Khaldun benar
dalam hal itu, kitapun perlu merniliki penegasan yang lengkap dari
Nabi tentang persyaratan institusional negara Islam. Tetapi itu tidak
kita miliki. beberapa penegasan yang ada sangat kabur dan tidak
sempurna.

Lainnya lagi menyatakan bahwa Nabi hanya menciptakan satu
bentuk pemerintahan yang sangat sederharta, bukan pemerintahan
seperti yang kita ketahui saat iri.”* Tetapi, pernyataan yang demikian
berarti mengelak dah persoalan. Pemerintahan Nabi, jiha ada, nampak
tidak memiliki atribut-atnbut institusional yang oleh para Ahli politik
masa kini, kata Abd al-Raziq, ditetapkan sebagai prasyarat bagi
adanya sebuah pernerintahan paling sederhana sekalipun - ia tidak
mempunyai anggaran dan tidak pula administrasi yang reguler.** Hal
iilah  yang menunjukkan tidak-jelas dan tidaksempurnanya
riwayat-riwayat mengenai organisasi dan pemerintahan Nabi.

Setelah mengemukakan problema, Abd al-Raziq kemudian
mengemukakan  solusinya--dan  ini  merupakan inti  buku
tersebut-dengan menerapkan dualisme konseptual yang ketat terhadap
definsi institusional tentang negara dan terhadap beberapa perbedaan
utama dan tak terpisahkan antara kenabian dan kerajaan, antara agama
dan negara, atau antara din dan dawliah. Satu-satunya solusi terhadap
problema logis yang dikemukakan oleh Abd al-Raziq, adalah
mengakui bahwa Nabi hanya mempunyai fungsi risalah kcnabian yang
paling penting, yakni menyampaikan kebenaran, "tanpa maksud untuk
mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara
maupun pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kerajaan dalam arti
politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Dia adalah Nabi
semata seperti halnya para nabi sebelumnya. Dia bukan raja, bukan
pendiri negara dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan
kerajaan duniawi."® Beliau diutus bukan untuk menjalankan
wewenang politik, dan beliau benar-benar tidak menjalankannya.
Wewenang Nabi jauh melampaui wewenang para raja dan penguasa
lainnya, dan bersifat spiritual semata, bukan material. Wewenangmya
adalah personal dan karismatik, menyeru langsung ke dalam hati dan
kesadaran:
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Bisa saja Rasul, dalam hal pengarahan politik umat,
memiliki pcran yang sama seperti peran para raja, tetapi beliau
memiliki peran yang khusus bagi dirinya, tidak ada yang
menyarnainya dalam hal ini. Di antara fungsi beliau juga
adalah untuk menyentuh jiwa yang ada di dalarn tubuh
(manusia) dan rnenyingkap tabir guna memaharni hati yang
ada di dalam dada. Beliau berhak, bahkan harus, membuka hati
para pengikutnya guna rnenyentuh sumber-sumber cinta dan
kebencian, kebaikan dan keburukan, arus lubuk hati mereka,
tempat bersembuny berbagai godaan, surnber niat, dan gudang
karakter moral mereka... Kerasulan, seperti yang anda lihat
dan bahkan lebih daripada yang anda lihat, berarti bahwa
Rasul berhak untuk menyatukan diri dengan jiwa manusia
melalui hubungan pengasuhan dan perlindungan, serta untuk
menaklukan hati mereka tanpa batas.*®

Meskipun adanya perbedaan utama 1ni, Abd al-Raziq
menyatakan bahwa seorang nabi harus memiliki kekuasaan atas
masyarakatnya jika i1a ingin berhasil di dalam misinya. Sungguh,
Tuhan tidak mengutus seorarrg rasul dengran sia-sia. Tuhan ingin
supaya rasul tersebut berhasil, maka ia diberi "semacam kekuatan
yang memudahkannya untuk mengimplementasikan kata-katanya."*’
Hal ini nampaknya agak menyamai posisi Ibn Khaldun yang
ditolaknya, rnengenai fungsi ganda para penguasa di dalam Islam.
Posisi Abd al-Raziq narnpaknya merupakan sebuah dalih. Nabi
memiliki kekuasaan mahahebat dan menyeluruh yang diperlukan guna
menjalankan misinya. Pada hakikatnya ia bukanlah kekuasaan politik,
tetapi di dalam penarnpakan dan praktek ia sangat sama.

Sebagai seorang rasul Muhammad memiliki kualitas-kualitas
yang diperlukan oleh misi kerasulannya, dan juga wewenang.
Wewenang ini lebih leas dan memiliki watak yang berbeda daripada
wewenang pemimpin politik. la adalah wewenang spiritual yang
bersumber dari ketundukan hati yang merdeka dan Lurus, bukan
didasarkan seperti kekuasaan politik - atas kepatuhan badani yang -
dipaksakan. Tujuannya bukanlah untuk mengatur berbagai
kepentingan hidup di dunia, tetapi untuk membimbing manusia
menuju Tuhan.™ Berdasarkan wewenangnya itu Muhammad
membentuk sebuah komunitas, tetapi komunitas yang tidak memiliki
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hubungan esensial dengan satu pemerintahan atau satu bangsa, dan
tidak lama dengan apa yang biasa disebut "Negara".

Di sini Abd al-Raziq bermaksud membedakan antara agama
dan politik, atau lebili tepatnya, antara misi kenabian dan tindakan
politik. la memberikan argumen historis dan teologis yang cukup
panjang untuk menunjukkan bahwa tindakan politik Nabi, misalnya
melakukan perang, memungut pajak dan zakat, dan bahkan berjihad
tidak berkaitan dengan, atau tidak menceminkan, fungsi Nabi sebagai
utusan Allah. Jihad tidak bisa dianggap sebagai salah satu fungsi
kerasulan. -

Abd al-Raziq sangat concerned dengan anomali tema "jihad"
ini karena nampaknya ia hanya memiliki justifikasi politik, sebab
Qur'an secara tegas melarang penggunaan kekuatan di dalam soal
keimanan dan memerintahkan kaum Muslimin untuk mendakwahkan
agama mereka mclalui persuasi secara damai. Jihad harus diberi
interpretasi  nonpolitis atau, kalau tidak, kita akan terpaksa
menyimpulkan bahwa Nabi mempunyai peran ganda (yakru, sebagai
Rasul sekaligus raja) yang, bagi Abd al-Raziq, bertentangan pada
dirinya sendiri fself-contradiction). Self-contradiction itu juga terdapat
dalam ide negara Islam, sebab Islam adalah semata-mata agama.

Menurutnya, tidak ada yang perlu dikafirkan dengan
pandangan iiu, ieiapi juga iidak haius berpandangan demikian.™
Apabila beliau melakukan tindakan perang, hal itu bukanlah
dimaksudkan untuk menyebarkan agama, tetapi "demi untuk negara
(kerajaan, mulk) dan ditujukan untuk mengkonsolidasikan politik
Islam. Dan tidak ada satu negarapun yang tidak didasarkan atas
kekuatan senjata dan ditunjang dengan kekcrasan dan paksaan tunduk
(atas rakyatnya)” *

Untuk memahami jalan pikiran Abd al-Raziq mengenai hal ini,
perlu diperhatikan bahwa ia secara tegas memisahkan kedudukan Nabi
Muhmnmad sebagai seorang negarawan dan kedudukannya sebagai
pembawa risalah. Dengan kata lain, misi Nabi Muhammad hanyalah
misi  kerasulan, tidak termasuk misi siyasah. Dengan demikian,
semua tindakan politik Nabi harus dipahami dalam kerangka tuntutan
untuk mempetahankan sebuah negara yang baru berdiri, dan setiap
upaya untuk mengaitkannya dengan esensi misi ilahiah beliau sama
sekali tidaklah bisa dibenarkan.*'

la bersikeras mengenai perbedaan formal antara agama dan
negara ini. Rejim Nabi, katanya, bukanlah sebuah negara seperti yang
didefinisikan oleh para ahli politik. Dengan demikian, jika rejim Nabi
bukanlah sebuah duw/uh, maka ia adalah sesuatu yang lain. Dengan
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adanya misi Kenabian dan dukungan qur'ani ketika i1a menghadapi
berbagai perlawanan politik, jelaslah bahwa rejim Nabi adalah murni
esensi keagamaan Islam, dan sama sekali bukan hal yang politis.
Argumentasi yang dikemukakannva, antara lain seandainya Tuhan
menghendaki Nabi untuk mengemban kepemimpinan agama sekaligus
politik atas kaum Muslimm, tentu Dia tidak akan terus menerus
memperingatkan Nabi untuk tidak bertindak sebagai “agen” (wakil),
“penjaga/pengawal” (hafiz), pemaksa (jubbar) atau ‘“‘pemegang
wewenang mutlak™ (musaythir) atas kaum Muslimm; selain itu
mengingatkan bahwa  satu-satunya tugas beliau  hanyalah
menyamPalkan {al-halug) dengan kata-kata yang bijak, ceramah, dan
diskusi.*

Nampaknya terdapat pertentangan antara ayat-ayat ini dan ayat
paling terkenal yang menyeru untuk tunduk kepada Nabi. Tetapi Abd
al-Raziq tidak menyerah. la lebih lanjut menyatakan bahwa kekuasaan
apapun yang dimiliki Nabi adalah berasal dari risalah kenabiannya.
Konsekuensi logis dari argumen formal ini adalah bahwa khilafah
bukanlah tuntutan agana karena khalifah hanya menggantikan Nabi
yang merupakan karum al-anbiya’, di luar fungsi kenabiannya. Karena
Nabi tidak memiliki fungsi non-kenabian, maka khilafah tidak
memiliki landasan keagamaan.

Pada akhir bagian kedua dari buku ini ada sebuah isyarat lebih
jauh tentang tujuan politik yang mungkin telah mcnggerakkan proyck
Abd al-Raziq yang berani itu. Sctelah menggambarkan ajakan
universal Islam menuju persaudaraan dunia, dengan sangat
berhati-hati Abd al-Raziiq menyangkal bahwa Islam berupaya
menyatukan seluruh dunia di bawah satu negara Islam. Baginya, Islam
adalah entitas keagamaan (wahduh dinyyah) yang bertujuan
membangun kesatuan masyarakat (jamaah wahidah) yang diikat oleh
keyakinan bersama, melalui dakwah agama (du'wah dtnlyyah).
Katanya,
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Masuk akal kalau seluruh dunia memilih satu agama,
dan seluruh umat manusia diorganisasi ke dalam satu kesatuan
agama. Tetapi jika seluruh dunia harus dipimpin oleh satu
pemerintahan dan disatukan dI bawah satu unit politik yang
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kompleks, itu nampaknya melawan watak manusia dan tidak
sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu adalah salah satu
tujuan duniawi yang telah Allah serahkan kepada akal kita. Dia
membebaskan umat manusia untuk mengusnya sesuai dengan
petunjuk akal, ilmu, maslahat, keinginan, dan kecenderungan
mereka sendiri. Hikmah Allah, dalam hal itu, adalah agar
manusia tetap bhineka (beranekaragam).**

Bentuk pemerintahan tentu saja tidak menjadi perhatian
kehendak ilahiah; Tuhan menyerahkan masalah pemerintaltan dan
kepentingan duniawi kepada akal manusia. Bahkan umat tidak mutlak
harus disatukan secara politik; hal itu sarna sekali tidak mungkin, dan
jika mungkin, apakah hal itu akan baik? Tuhan telah rmenghendaki
bahwa harus ada perbedaan alami antara berbagai suku dan bangsa -
harus ada persaingan, 'agar peradaban menjadi sempurna.’! Bisa
disimpulkan bahwa, menurut Abd al-Razid, umat Islam, sesuai dengan
fitrahnya, bukanlah komunitas politik. Selalu ada ruang yang
mernungkinkan komunitas ini, dengan pluralitas kulturalnya, untuk
mendirikan satu bentuk pemerintahan Islam sesuai dengan konteks
kulturalnya masing-masing.

Khilafah dalam Sejarah

Dengan demikian kesatuan ummah bukanlah kesatuan Negara.
Di kalangan umat, Islam tidak mengenal superioritas suatu bangsa,
bahasa, negara, atau masa atas yang lainnya, kecuali superioritas
takwa.®> Bangsa Arab merupakan masyarakat primitif hanya secara
kebetulan: bermula dengan adanya beberapa tokoh tertentu dan pada
satu tempat tertentu, lalu Tuhan dengan kebijaksanaan-Nya memilih
seorang Arab untuk berdakwah, pertama-tama, kepada bangsa Arab.*
Jadi, secara materiil, pada fase awal umat Muslim adalah orang-orang
Arab tetapi secara potensiil, sejak pertama ia adalah universal. la
bukanlah sebuah Negara Arab; beranekaragam suku dan ‘bangsa’
Arab ada di sekcliling pribadi Nabi, namun mereka tetap memelihara
bentuk pemerintahan mereka sendiri. Nabi tidak ikut campur tangan
dalam urusan politik mereka, dan perintah-perintahnya tidak
bersangkut-paut dengan sistern pemerintahan mereka. ‘Kesatuan hati’
yang dibawa oleh Islam tidak untuk membentuk sebuah Negara.”’

Lebih lanjut Abd al-Raziq tidak percaya bahwa seluruh kaum
Muslim harus digabungkan di dalam satu pemerintahan. Ajakan
untuk memulihkan khilafah tidak mesti mengharuskan penyatuan
politik negara-negara Muslim; ajakan itu terkait, paling tidak pada
tataran ideologis, dengan gerakan pan-Islaimsme yang sedang
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mengalami kemunduran. Tetapi, pada tataran yang lebih teoretis,
lagi-lagi Abd al-Raziq bersikeras bahwa Islam bukanlah dasar yang
legitimate bagi sebuah negara. Negara hanya bisa memiliki landasan
rasional dan alamiah.
Bahkan, dengan nada yang lebih tegas ia kemudian menolak
ide pan-Arabisme.
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Sekalipun Syariah [slam mempersatukan mereka,
orang-orang Arab ketika itu masih tetap bhineka
(beranckaragam) dalam hal politik dan bidang kehidupan
lainnya: sipil, sosial, maupun ekonorni; atau bisa dikatakan,
mereka membentuk anekaragam negara (duwalan sattan)
sesuai dengan makna yang bisa dinisbatkan kepada pengertian
bangsa dan pemerintahan, dengan melihat [watak] hidup
bangsa Arab ketika itu... Tetapi bangsa Arab tetap merupakan
bangsa bangsa (umaim) yang beranckaragam.. hal itu adalah
wajar... [kebhineckaan mereka] bisa berkurang dalam hal
intensitas....tetapi tidaklah mungkin untuk menghapuskannya
sama sekali... Kesatuan bangsa Arab, sebagaimana anda
ketahui, adalah kesatuan keislaman dan bukan politik.**

Buktinya Nabi tidak membuat ketentuan tentang pemerintahan
umat yang permanen sepeninggal beliau; jadi, beliau wafat dengan
risalah yang belum sempurna--hal yang tidak mungkin jika beliau
memang utusan Tuhan; atau memang bukan misi beliau untuk
mendirikan sebuah Negara.”” Altematif kedualah yang bisa diterima
oleh Abd al-Raziq.

Karena Nabi wafat setelah risalahnya sempurna, dan karena
beliau tidak menyatakan sesuatupun mengenai negara [slam atau
negara Arab, maka kedua bentuk negara tersebut tidak bisa dipaharni
sebagal tuntutan agama. Misi Nabi adalah semata-mata misi
kerasulan: setelah wafat misi itu berakhir, dan berakhir pulalah
wewenang khas yang diberian kepada beliau. Beliau tidak bisa
digantikan dalam hal risala diniyyah itu. Jika seseorang memiliki
keunggulan dalarn ummah sepeninggalnya, maka keunggulan itu
dalam bentuk lain, sipil atau politik.”’ Dengan demikian --dan di sini
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terdapat kesimpulan yang sangat kontroversial-- khilafah lebih kurang
bersifat sekuler (naw' lu dini) dan Abu Bakar adalah raja pertama
dalam Islam.

Sebagai khalifa pertama, ia dinobatkan dengan satu kekuasaan
yang pada dasarnya bersifat politis, bertopangkan kekuatan.
Negaranya adalah “sebuah Negara Arab yang dibentuk atas dasar
dakwah keagamaan. Syiarnya adalah rnelindungi dan memeliharanya
(dakwah). Benar, ia mempunyai pengaruh besar terhadap hal-hal yang
berkenaan dengan dakwah tersebut. Perannya di dalam perkernbangan
dan transformasi Islam tidak bisa disangkal. Namun demikian, ia tidak
lebih sekedar sebagai sebuah negara Arab, yang mendukung
kekuasaan Arab dan mengangkat kemaslahatan Arab.™' Jadi, pada
dasarnya ia sangat terkait dengan berbagai kepentingan Arab. Namun
hal itu tidak disadari oleh kaum Muslim pada saat itu. karena Abu
Bakar memiliki kebajikan relijius di dalam meneladani tindakan
Rasul, banyak kaum Muslin beranggapan bahwa ia juga mengemban
fungsi keagamaan. Gelar yang disandangnya, ‘Pengganti Rasulullah’
(kalifat rasul Alluh), meskipun sebenarnya dimaksudkan dirinya
bertindak sebagai pemimpin kaurn Arab, kemudian diberi kandungan
makna keagamaan dan menimbulkan loyalitas keagamaan. Mereka
yang menolak kepemimpinan politik Abu Bakar lalu dituduh telah
meninggalkan Islam itu sendiri.”® Sejak saat itu ide yang salah tentang
khilafah muncul, dan hal ini tentu saja didukung oleh para penguasa
absolut demi kepentingan mereka sendiri: ‘Itulah kejahatan para raja
dan  kesewenang-wenangan mereka atas kaurn  Muslim...
Sesungguhnya, agama Islam terlepas dari lembaga khilafah seperti
yang pada umunnnya dipahami oleh kaurn Muslimin itu.”

Ajaran I[slam telah membentuk sebuah komunitas keagamaan
Islam, tetapi ia juga, 5y-product, membentuk sebuah bangsa Arab dan
membimbirignya ke jalan kemajuan; dan setelah Nabi wafat bangsa
Arab mendirikan sebuah Negara di dalam komunitas spiritual yang
beliau ciptakan. Agarna tidak punya urusan dengan salah satu bentuk
pemerintahan dan mengabaikan yang lain, dan tidak ada ajaran Islam
yang rnelarang kaum Muslim untuk menggantikan sistem politik
mereka yang lama dengan yang baru berdasarkan atas
konsepsi-konsepsi  paling baru dari spirit umat manusia dan
pengalaman bangsa-bangsa.

Beberapa Reaksi
Seperti telah disebutkan, buku ini mendapat penentangan yang
sangat besar, baik di Mesir maupun di negara-negara lain di dunia
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Islam. Tidaklah sulit untuk memahami mengapa buku in memperoleh
penentangan itu. la telah mengemukakan sebuali teori historis baru
tentang persoalan yang, menurut persepsi masyarakat umum,
menyangkut masalah doktrin keagamaan; dan teori itu diambil lebih
dari  para penulis non-Muslim tentang Islam, yang bisa dituduh
mencoba memperlemah pengaruh atas para penganutnya, ketimbang
dari sumber-sumber dasar Islam, ilmu tafsir dan hadis. Salah seorang
pengeritiknya yang sangat keras adalah Rasyid Ridla. la menyatakan
bahwa buku in1 adalah upaya terakhir musuh Islam untuk
memperlernah dan mengobrak-abriknya dari dalam.™

Reaksi keras dari Rasyid Ridla, yang konon belum sempat
membaca buku itu, lebih karena pada saat diterbitkannya buku itu, ia
bersama kawan-kawannya dari Al-Azhar sedang mempersiapkan
sebuah muktamar akbar Islam di Kairo dalam rangka memperkuat
kembali lembaga kekhalifahan. Kritik keras itu teriihat wajar, sebab
untuk mempersiapkain  acara muktamar itu Rasyid Ridla telah
bersusah-payah mengumpuikan artikei-aritkel yany diiuiisnya daiaim
majaiah w/-Avianar scjan iahun 1522 di dalam sebuah buku berjudul
Al-Kfulafah wa al-Imamat af-'Uzma (1923). Artikel-artikel tersebut
sebenarnya merupakan respons terhadap tindakan Dewan Agung
Nasional Turki pada tahun 1922 yang melucuti wewenang duniawi
dari lembaga kekhalifahan dan hanya memberinya tugas seremonial.

Pengeritik lainnya, Muhammad Bakhit, menyatakan balrwa
apa yang dikatakan oleh orang non-Muslim tentang Islam tidak boleh
diterima dan, terutama, apa yang mercka katakan bahwa khalifah
adalah hantu menakutkan yang akan membuat takut dan panik orang
paling beranipun di Eropa, bahkan jikapun ia melihatnya dalam
mimpi. Abd al-Raziq, katanya telah menerinla tesis historis Thomas
Arnold ketimbang konsensus pemikiran Islam. Dengan panjang lebar
1la menolak interpretasi sejarah sang penulis serta meragukan
pengetahuan dan pemahamannya tentang sumber-sumber sejarah. la
mengemukakan beberapa bukti untuk menolak ide bahwa tidak ada
pemerintahan yang terorganisir pada masa Nabi dan bahwa Nabi tidak
pernah mengajarkan masyarakat tentang organisasi politik, serta untuk
menunjukkan bahwa terdapat ;ma’ yang hampir sempurna tentang
perlunya imamah.™

Kaum ulama sadar bahwa mereka juga ikut bertanggungjawab
dalam hal yang menyangkut persoalan politik besar ini, dan
merekapun tidak berdiam diri. Berdasarkan atas petisi dari beberapa
ulama (tanggal 15, 23, 30 Juni 1925), ada 7 (tujuh) kcberatan Dewan
Ulama al-Azhar terhadap buku ini. Keberatan itu lecbih menyangkut
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doktrin-doktrin yang bersifat spesifik, bukan kritik yang bersifat lebih
umum teoretis yang bisa ditafsirkan secara politik atau bahkan
filosofis.

Saya akan mengemuksksn keberatan-keberatan tersebut dan
sebagian jawaban Abd al-Raziq sendiri.”

Abd al-Raziq terpaksa harus mempertahankan diri terhadap
berbagai tuduhan itu, dan ia mencoba memperkecil kesan deviasionis
(menyimpang) pada dirinya. Secara tidak langsung ia dituduh
menolak perlunya kaum Muslim membentuk sebuah komunitas
politik, dan di dalam jawabannya ia merasa puas untuk menyatakan
boleh-boleh saja jamaah (kaum Muslim) mendirikan sebuah negara
dan mengangkat seorang khalifah di sana. Pembelaan Abd al-Raziq
menyatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya sama sekali
bukanlah apa yang ia katakan dan, sebagai tambahan, ia juga
memberikan beberapa permyataan untuk meredakan atau menjelaskan.
Semua tuduhan ini dijawab oleh All Abd al-Raziq pada tanggal 12
Agustus 1925.

Pertama, 1a dituduh menganggap Syariah (hukum Islatn)
sebagai sebuah legislasi yang bersifat spiritual semata dan tidak
mempunyai  hubungan apapuni dengan kekuasaan politik dan
urusan-unusan duniawi.

Terhadap keberatan yang pertarna ini Abd al-Raziq menjawab:
Kami tidak pernah menyatakan - di dalam buku maupun di mana saja
- bahwa hukum Islam bersifat spiritual semata, atau pernyataan yang
serupa. Tema "spiritual” hanya digunakan untuk menggambarkan
kekuasaan dan wibawa Nabi atas masyarakatnya, bukan berkenaan
dengan hukum [slam. Mengenai keberatan bahwa hukum Islam tidak
punya kaitan dengan kekuasan politik dan hal-hal duniawi, kami
hanya menyatakan bahwa Nabi telah memperkenalkan aturan-aturan,
moralitas, dan prinsip-prinsip umum yang "menyangkut berbagai
aspek kehidupan umat. Di antaranya peraturan mengenai hukum
pidana, organisasi militer, jihad, dagang, kredit, 7gadai, tatacara duduk,
berjalan, berbicara, dan sebagainya" (VII, # 4 ).

Lalu kami tegaskan bahwa “apa yang dibawa oleh Islam baik
akidah, moralitas publik, etika, dan sistem hukum, merupakan
legislasi agama yang mumi demi Tuhan dan demi maslahat
keagamaan manusia. Apakah kemudian maslahat keagarnaan itu
nampak bagi kita atau tidak, apakah dari sana ada maslahat duniawi
atau tidak, hal ini tidak menjadi pertimbangan hukum agama maupun
Rasul™ (VII # 4).>®
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Kemudian, dengan tegas kami megatakan bahwa hukum Islam
tidak terhenti pada batas tertentu dan bahwa legislasi ini diberikan
Tuhan dengan satu tujuan, yaitu keselamatan umat manusia, dan
bukan untuk meraith kepentingan duniawi. Karena itu, kami
menegaskan bahwa berbagai persoalan temporal merupkan “sebagian
dari tujuan duniawi di mana Nabi saw. tidak mau memberikan
keputusan atau ikut campur tangan. Maka dikatakannya, 'Engkau lebih
tahu tentang urusan duniamu.' Ia adalah salah satu tujuan duniawi, dan
dunia -- dari awal hingga akhir, dengan semua tujuan serta sasaran
yang ada di dalamnya - terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengaturnya di
luar akal, perasaan, kehendak, dan ilmu yang telah diberikan-Nya
kepada kita. Itu semua terlalu rendah bag, Tuhan untuk mengutus
seorang Rasul, dan terlalu rendah pula bagi para Rasul Tuhan untuk
menyibukkan diri dengan dan menanganinya.”(VII # 8)*

Kedua, ia dituduh menyutakan bahwa perjuangan bersenjatu
(ihad) Nubi memiliki tujuan kekuusaan politik dan bukan untuk
menyiarkan agamu ke seluruh umat munusia.

Dalam hal ini Abd al-Razid menjawab: Di dalam buku kami
tidak menemukan penegasan yang demikian. {tu, balangkali,
inierupanari penyimpulan yang terpotong dari premis-preimis yang
tidak mungkin kami kenali. Penegasan yang hampir sama memang
ada, tetapi lebih untuk menggambarkan opini dan doktrin yang tidak
kami setujui.

Sebaliknya, dalam hal ini kami mengambil sikap yang sama
sekali bertolakbelakang: “Kita tidak meragukan bahwa Islam adalah
satu unit keagamaan; bahwa kaum Muslim, dengan demikian, adalah
satu jamaah; bahwa Nabi saw. mengajak kepada persatuan itu, dan
secara nyata i1a menyempurnakannya sebelum wafat; bahwa beliau
menjadi pemimpin dari kesatuan keagamaan itu, imam, administrator;
dan tuan satu-satunya yang ketetapan dan sabdanya tidak boleh
ditentang. Demi kesatuan Islam itu ia berjuang dengan lisan dan
lembingnya. Tuhan lalu memberinya kemenangan, malaikat Tuhan
memperkuatnya, sehinggga 1a dapat menjalankan risalah dan
amanatnya.” (VI #5). *

Demikian pula kami menyatakan, “Hendaklah anda jangan
menjadi ragu karena sesuatu yang terkadang anda lihat dalam sejarah
Nabi saw. nampak seperti tindakan pemerintahan, manifestasi
kekuasaan negara atau kerajaan. Padahal jika direnungkan tidaklah
dernikian, tetapi ia hanyalah salah satu sarana yang digunakan oleh
Nabi saw. untuk memperkukuh agama dan memperkuat dakwah. Dan
tidaklah aneh bahwa jihad menjadi salah satu dari sarana itu. la adalah
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sarana yang keras dan kejam. Tetapi tidak tahukah anda, bukankah
keburukan terkadang diperlukan untuk suatu kebaikan? Bukankah
per(n]bongkaran adalah niscaya untuk sebuah pembangunuan?” (VI #
9)."

Jadi, itu adalah pandangan yang sama sekali tidak pernah kami
kemukakan, yang tidak sesuai dengan tesis karya kami, yang tidak
menggambarkan opini kami dan, karena itu, kami tidak bersalah.

Ketiga, 1a dituduh nenyatakan bahwa orgaitisasi pemerintahan
pada masa Nabi bersifat tidak jelas, ambigu, tiduk sempurna, dan
membingungkun.

Abd al-Raziq menjawab: Kami tidak pernah secara kategoris
menyatakan bahwa ada “ketakjelasan, kekurangan, dan kegelapan
pada sistem politik masa Nabi,” dan menolak pernyataan demikian
seperti tuduhan-tuduhan terdahulu. Jika kita mengacu kepada karya
kami, akan ditemui bahwa kami malahan berkata, “Kita ingin tahu
asal-muasal kesan seakan-akan ada ketidakjelasan, kekacauan,
kekurangan, atau apapun namanya, di dalam konstruksi pemerintahan
masa Nabi; mengapa itu terjadi? Apa rahasianya?”, sebuah
pernyataan yang lebih merupakan ketidaksetujuan dan keberatan.

Keberatan ini kami tujukan kepada para pendukung doktrin
ekstrem yang menyatakan bahwa Nabi mempunyai pemerintahan
politik dan menjadi pendiri sebuah Negara. Keberatan seperti ini
hanya tepat sebatas untuk menunjukkan kemustahilan yang harus
ditolak. Kamii mengatakan kepada para pendukung pandangan
tersebut: di dalam pandangan ada terdapat paradoks yang harus anda
singkirkan. Anda harus menjelaskan kepada kami mengapa ada kesan
tentang ketidak-sempurnaan dan ketidakjelasan itu. Apa rahasianya?
Dan bagaimana menghilangkannya?

Setelah mengajukan keberatan itu, kami mulai menolaknya
dengan mengatakan, “Barangkali [para pendukung teori Nabi-Kepala
Negara], ketika menghadapi  pertanyaan tentang rahasia
ketidaksempurnaan dan ketidakjelasan yang ada di dalam sistem
pemerintahan tersebut, akan menjawab dengan salah satu argumentasi
berikut.” (V # 12)*

Lalu kami uraikan argumentasi itu satu persatu, sehingga kami
membuat rumusan yang memuaskan dan dapat menyingkirkan
keberatan itu. Jadi, jelaslah bahwa kami tidak menyatakan bahwa
rejim politik masa Nabi bersifat tidak jelas, ambigu, membingungkan,
dan tidak sempurna.
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Keempat, 1a dituduh menyatakan bahlva misi Nabi adalah
menyampaikan Syariah (hukum), tanpa mengelola atau menerapkan
prinsip-prinsip (hukum tersebut).

Untuk tuduhan ini Abd al-Raziq menjawab: Secara tegas dan
tanpa tedeng aling-aling kami telah menyatakan bahwa “ kekuasaan
Nabi, sesuai dengan risalahnya, adalah kekuasaan umum,perintahnya
atas kaum Muslimin ditaati, dan wewcnangnya menyeluruh. Semua
ciri kepemimpinan dan kekuasaan terdapat di dalam wewenang Nabi
saw. Atas kaum Muslimin.” (VI # 4)%

Kami juga menyatakan dengan tegas, “Kedudukan seorang
rasul harus memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan
pemimpin atas rakyat, bahkan lebih luas daripada kekuasaan orangtua
atas anaknya. Bisa saja Rasul, dalamhal pengarahan politik umat,
memiliki peran yang sama seperti peran para raja, tetapi beliau
memiliki peran yang khusus bagi dirinya, tidak ada yang
menyamainya dalam hal ini ... l]a memimpin yang nyata dan yang tak
nyata, mengelola urusan jasmani dan rohani, langit dan bumi. Jadi, ia
memiliki politik dunia dan akhirat” (VI # 3)°*

Demikian pula kami menegaskan, “Secara nyata Nabi telah
menyempurnakan kesatuan ini sebelum wafat. [...] Demi kesatuan
[slam itu ia berjuang dengan lisan dan lembingnya. [...] Boleh-boleh
saja orang menamakan kesatuan keagamaan itu sebagai negara dan
menyebut kekuasaan Nabi sebagai kekuasaan absolut kenabian serta
menyebut Nabi raja atau khalifah atau sultan. Itu semua sekedar
masalah nama, dan kita tidak harus berhenti di sana.” (VI 4 5).('5

Kami menyatakan bahwa Nabi bisa memiliki kekuasaan ini,
bukan dengan kekuatan material dan kekerasan badaniah seperti yang
dilakukan oleh raja-raja dan para penguasa, tetapi dengan keimanan
yang spontan terhadap risalahnya, dengan ketundukan spiritual yang
tulus terhadap perintah-perintahnya, dengan menyerahkan kepada
kekuasaannya semua urusan hidup, semua yang menandai kehidupan
duniawi maupun ukhrawi.

[tulah makna pernyataan kami, "Kekuasaan Rasul atas
kaumnya adalah kekuasaan spiritual, sumbernya adalah iman di hati
dan ketundukan kepadanya secara murni diikuti dengan ketundukan
badan. Sedangkati kekuasaan penguasa adalah kekuasan material,
berdasarkan atas penundukan badan tanpa adanya kaitan dengan hati."
(VI#4)°

Barangkali di dunia, dulu atau sekarang, yang lalu atau yang
akan datang, tidak ada kekuasaan dan karya agung yang lebih besar
daripada yang ada pada Nabi, kekuasaan dan karya yang diperoleh
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karena kualitasnya sebagai utusan Tuhan. Hal itu dengan tegas
menunjukkan bahwa misi kenabian - yayakni, penyampaian risalah
ilahi  kepada umat manusia - mengharuskan orang yang
mengembannya, “untuk memiliki kekuasaan yang lebih ketimbang
kekuasaan penguasa atas rakyatnya, bahkan lebih luas ketimbang
kekuasaan orang tua atas anaknya. Bisa saja Rasul, dalam hal
pengarahan politik umat, memiliki peran yang sama seperti peran para
raja, tetapi beliau memiliki peran yang khusus bagi dirinya, tidak ada
yang menyamainya dalam hal ini. Di antara fungsi beliau juga adalah
untuk menyentuh jiwa... la memiliki karya nyata di dalam memimpin
massa, 1a juga memililiki karya tersembunyi dalam hal mengelola
hubungan antara dua sahabat, dua sekutu, tuan dan hamba, orang tua
dan anak, bahkan dua kekasih. la memimpin yang nyata dan yang tak
nyata, mengeiola urusan jasmani dan rohani, langit dan bumi. Jadi, ia
memiliki politik dunia dan akhirat.”®’

Jika kita mengartikan kekuasaan di sini dengan kekuasaan
temporal seperti yang ada pada kerajaan-kerajaan dan pemerintahan
politik, maka Nabi bukanlah seorang raja seperti itu dan risalahnya
tidak mengandung kekuasaan yang demikian.

Kelima, menvangkal \yma' para Sahabat bahwa umat harus
mempunyai seseorang untuk mengurus berbagai urusan duniawi dan
agama, serta wajibnya memilih seorang imam.

Jawaban Abd al-Raziq: Kami mengakui telah menyatakan
bahwa tidak pernah ada ijma’ antara kaum Muslimin, para Sahabat
atau lainnya, tentang wajibnya mengangkat seorang imam dalam arti
seperti yang oleh para fuguha' disebut "khalifah". Tidaklah benar
bahwa kami menentang 1yma' para Sahabat tentang perlunya
mempunyai orang yang bertanggungjawab atas urusan umat,
keagamaan maupun keduniaan. Bahkan kami menyatakan, (111 # 14
dst) "Adalah suatu keharusan bagi suatu umat yang teratur, apapun
keyakinan, ras, warna, dan bahasanya, untuk memiliki pemeritahan
yang menangani semua urusannya... Barangkali itulah maksud Abu
Bakar (khalifah pertama) ketika i1a berkata di dalam pidatonya, ‘aganta
(din) 1itu memerlukan seseorang yang menegakkannya’. Qur'an juga
rnenunjukkan hal yang sama.”*®

Kami Juga menyatakan, “Bisa dikatakan dengan sebenarnya
bahwa kaum Muslimin, jika kita menganggap mercka satu jamaah
vang berdiri sendiri, adalah sepertiumat-umat lain di atas dunia, vang
memerlukan  pemerintahan  untuk  menyelesaikan  berbagai
urusannya.... Jika para fugaha mengartikan imamah dan khiluful
seperti apa yang diinginkan oleh para ahli politik dengan
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pemerintahan (hukumah), maka adalah benar apa yang mereka
katakan bahwa penegakan syiar-syiar agama dan kemaslahatan rakyat
bergatitung kepada khilafah dalarn arti pemerintahan, apapun bentuk
dan corak pemerintahan tersebut.. Jika yang dimaksud khilafah adalah
semacam institusi pemerintahan tertentu seperti yang mereka kenal,
malégl alasan mereka tidak cukup argurnen mereka tidak kuat.”™ (III #
15)

Keenam, menyangkal bahwa qadla' (pengadilan) rnerupakan
fungsi legal yang dikandung oleh syari’ah.

Abd al-Raziq menjawab: Kami menegaskan (IV, 1 # 1), “Tidak
diragukan lagi bahwa qadla’, dalam arti arbitrase dalam berbagai
perkara, ada pada masa Nabi saw, sebagaimana juga ada di
tengah-tengah bangsa Arab dan lainnya, sebelum datangnya Islam.
Berbagai konflik telah diadukan kepada Nabi dan beliau
memutuskannya... Di dalam sejarah yang sahih juga terekam
bagaimana Nabi mernutuskan berbagai perkara.”

Menjadikan pengadilan sebagai salah satu fungsi tcrtentu dari
kekuasaan dan salah satu jabatan negara yang diatur dengan organisasi
dan prosedur tertentu, itulah esensi yang juga kami pikirkan. “Semua
itu adalah tindakan yang semata-mata politis, tidak menyangkut
masalah agama. Agama tidak mengakui dan tidak menolaknya, tidak
menyuruh dan tidak melarangnya, tetapi menyerahkannya kepada kita,
agar kita merujuk kepada hukum akal, pengalaman bangsa-bangsa,
dan kaidah-kaidah politik.” (IX # 12).”

Ketujuh, menyatakan bahwa pemerintahan Abu Bakar dan
para  khalifuh  yang  “terbimbing "(kulafa’ rasidun) sesuduhnya
bersifat sekuler.

Apa yang kamikatakan adalah (VIII # 1) bahwa “wewenang
Nabi as. adalah wewenang keagamaan”. Dengan itu kami ingin
menggarisbawahi bahwa sumbernya terdapat di dalam risalah
kenabian. Karena itu kami menyatakan bahwa wewenatig tersebut
“muncul tidak lain dari risalah kenabian™ (ihid.) Hal itu menunjukkan
secara tegas bahwa wewenang keagamaan adalah wewenang yang
bersandar kepada risalah kenabian dan wahyu. Dengan demikian, ia
bertolakbelakang dengan wewenang “sekuler”, yang tidak punya dasar
baik dalam risalah kenabian maupun wahyu.

Itulah yang kami garisbawahi (ibid) ketika menyatakan,
“adalah sangat wajar dan masuk akal jika setelah Nabi tidak ada
kepemimpinan agama. Yang bisa dibayangkan adanya, setelah itu,
adalah semacam kepemimpinan baru yang tidak mempunyai kaitan
dengan risalah dan tidak berdasarkan agama.”
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Di Indonesia pemikiran Abd al-Raziq telah menjadi bahan
polemik pada akhir tahun 1930an antara Soekarno dan M. Natsir.
Yang disebut terakhir menyerang Soekarno yang berkesimpulan
bahwa pandangan Abd al-Raziq mendukung tindakan Kemal Ataturk
menghapuskan kekhalifahan. Menurutnya, Soekarno salah tafsir dan
Abd al-Raziq hanya berpendapat bahwa kekuasaan adalah perlu untuk
merealisasikan cita-cita Islam.”' Berdasarkan atas majalah Al-Manar,
vol. 26 Bagian 5, h. 368, Natsir, menulis bahwa ketika Abd al-Raziq
ditanya oleh Dewan Ulama di Kairo apakah ia setuju bahwa ajaran
Islam harus dilepaskan dari masalah-masalah duniawi, Abd al-Raziq
menjawab bahwa ia tidak permah menyatakan pandangan yang
demikian.”

Munawir Syadzali, memberikan empat catatan, terutarna
terhadap bagian kedua dari karya ini. Tetapi catatan tersebut lebih
berkaitan dengan alur argumentasi Abd al-Raziq yang, menurutnya,
kurang konsisten.”

Pascawacana

Dari uraian di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa Abd
al-Raziq menolak bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan yang
dituntut oleh ajaran Islam. Karena itu, Islam tidak melarang untuk
menggunakan sistem pemerintahan apapun, baik demokratis, absolut,
republrik, konstitusional, sosialis, atau lainnya - bahkam juga khilafah
-, sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat.
Dengan demikian pula, tidak dibenarkan untuk mengaitkan persoalan
negara dengan agama.

Memang, salah satu persoalan paling serius bagi masa depan
Islam, yang jawabannya akan menentukan apakah Islam bermasa
depan atau tidak, adalah persoalan ideologis mengenai hubungan
antara negara dan agama. Kontroversi ini ada di antara katun revivalis,
modemis, dan sekularis. Kontroversi antara kaum sekularis dan non-
sekularis adalah apakah Islam agama pribadi semata atau apakah 1a
juga terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Formulasi intelektual
yang terbuka dari pihak sekularis baru dikentukakan oleh Ali Abd
al-Raziq di dalam bukunya A/-/slam.”

Secara umum, menurut M. Arkoun, Ali Abd al-Raziq berupaya
“menunjukkan bahwa ‘beberapa teori klasik’, seperti dari al-Mawardi
mauptun Ibn Khaldun, secara berlebih-lebilian telah mensakralkan
sebuah lembaga yang pada dasarnya sekuler, sebab aturan-aturan
pelaksanaannya timbul dari keputusan pribadi para khalifah yang
penunjukannya, baik dalam pemerintahan Bani Umayah maupun
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Abbasiah, sama sekali tidak memperhitungkan berbagai aturan yang
ditetapkan oleh parafuqahamutakallimin”. ™

Sekalipun teori Abd al-Raziq, viz, pemisahan secara total
agarna dari politik, tidak berhasil diimplementasikan - dunia Muslim
tidak siap untuk itu - namun ia telah (dan masih) mempunyai banyak
pendukung; dan ide-idenya dengan diam-diam mendapatkati jalan ke
dalam pemikiran dan praktek politik Islam’® kini dan mendatang. Dan
keberhasilan ini dikarenakan teori Abd al-Raziq pada umumnya
merupakan ekspresi dari Zeigeist (semangat zaman)nya’’, dan terlihat
men"justifikasi”" kondisi masa dan tempat di mana ia berada, di dalam
sebuah teori untuk meneguhkan dan mendukung realitas tersebut.

Ini berarti, mengutip Abdou Filali-Ansary, bahwa Abd
al-Raziq dan ide-idenya hingga kini menjadi alas di atas mana
sebagian besar orang berdiri, dan bahwa tak seorangpun yang boleh
mengabaikannya. ’®
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